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Abstract: Thisstudy analyzed theinvolvement of bureaucracy asapolitical actor in 2006 Gover-
nor Direct Election (Pilkada) of Banten Province. The main goal of the study is to capture a
comprehensive picture about the involvement of bureaucracy actor in Pilkada. This research used
qualitative method. The datawere collected through in-depth interview and document analysis. Th
eresult of this study find that: First, governor direct election has been fertile soil for paternalism
culture in bureaucracy. Second, before and after election, the strategic position in bureaucracy
tended to be positioned as the gifts for loyal persons. It became pulled factor to bureaucrats to be
the candidate supportersin Pilkada. On the other hand, many persons in strategic positions were
lost their positions dueto political reasons. The other phenomenon was how the “ outsider bureau-
cracy” could show their power to make decision and allocate state resources to the candidate’s

(mostly incumbent) interests.
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Wacana desentralisasi kerapkali mengikuti wa-
canademokrasi. Karenaitu ketikarezim otoriter
Soeharto diruntuhkan oleh gerakan massasetelah
sebelumnyadihantam krisis ekonomi, makawa-
canadesentralisas mengikuti di belakangnya. Hal
ini bisadipahami karenaselama32 tahun ordebaru,
negara dikelola secara terpusat. Daerah diikat
dengan jargon persatuan dan kesatuan. Dinamika
politik lokalpun amat tidak menarik karenahanya
merupakan representasi kepentingan Jakarta. Tak
berhenti sebatas wacana, desentralisasi menjadi
kebijakan dengan lahirnyaUU no. 22 tahun 1999
tentang Otonomi Daerah dan UU 25 1999 tentang
Perimbangan K euangan Pusat dan Daerah.

Segjak itulah kemudian politik lokal di
Indonesia menjadi fenomena yang amat seksi
bagi parapengamat dan akademisi. Selain hubu-
ngan pusat-daerah yang terus menerustarik me-
narik, kompetisi aktor-aktor lokal dalam mere-
but kekuasaan merupakan tontonan yang seru.
Apalagi kemudian lahir UU 32 tahun 2004 yang
memberi kesempatan kepada masyarakat untuk
memilih pemimpinnyasecaralangsung. Kompetis
antar aktor politik lokal berlangsung sengit untuk

memperebutkan sumber dayapolitik yangjugaberarti
akses ke sumber daya ekonomi. Salah satu aktor
yang amat penting diamati dan nampaknyaberperan
penting dalam politik lokal adalah birokrasi
pemerintah daerah.

Jikaselamaini kajian politisasi birokras
lebih banyak bicaradi tingkat nasional, makatuli-
san ini justru akan bicaratentang politisasi biro-
kras di daerah. Birokras di daerah mengalami poli-
tisas yang cukup parah semenjak otonomi daerah
diberlakukan. Apaagi semenjak pemilihan kepaa
daerah (pilkada) dilakukan secara langsung.
Terdapat kecenderungan birokrasi dijadikan me-
sinpoalitik. Hal ini tentu sgjabisaberdampak buruk
kepadareformasi birokrasi yang berkeinginan
mendudukkan birokrasi pada tempatnya yang
ideal, melayani masyarakat.

Pilkada langsung adalah upaya membangun
demokrasi di level lokal. Selamaorde baru dan di
awd reformad kepaladaerah dipilinolen DPRD dan
kemudian ditetapkan oleh pemerintah diatasnya.
Proses seperti ini pada prakteknya membuat
pemilihan kepal adaerah menjadi tidak demokratis.
Intervens pusat kedalam proses pilkada acapkali
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terjadi. Kasus yang menonjol adal ah pembatalan
penetapan Alzier sebaga Gubernur Proving Lam-
pung oleh Megawati, padahal yang bersangkutan
mendapatkan suaramayoritasdi DPRD. Pemilihan
Kepala daerah dirancang untuk mengembalikan
kedulatan rakyat. Rakyat bisamemilih langsung
pemimpin yang dikehendakinya, tanpa harus
mewakilkan kepadawakilnyadi DPRD. Pemilihan
KepadaDaerah Langsung (Pilkadal angsung) addah
pelaksanaan dari UU No. 32 tahun 2004 yang
dioperasondisaskan melaui PPNo. 6 tahun 2005.
Pilkada langsung merupakan upaya menjadikan
pemimpindaerah dipilihlangsung oleh masyarakat.

Proving Banten merupakan salah satu Pro-
vins hasil pemekaran dari Provins jawa Barat
menurut UU No. 23 tahun 2000. Pilkada Banten
2006 merupakan pemilihan Gubernur kedua di
Banten, namun merupakan pemilihan langsung
pertamakalinya. Dalam pemilihan tak langsung,
politisas birokras tak terlihat karenapemilihaddah
anggotaDPRD. Namun daam pemilihan langsung,
penting untuk mengameati keterlibatan birokras.
Penelitian ini mencobamenjawab duapertanyaan.
Pertama, bagaimanapolapolitisas birokras terjadi
dalam pilkada Banten tahun 2006; dan kedua,
bagaimana dampak politisasi birokrasi terhadap
profesondismebirokras.

Sgatinyabirokras harusnyamelayani ma-
syarakat. lahadir ddam masyarakat untuk melayani
kompleksitas persoalan di masyarakat modern.
Secaraideal, Weber (dalam Thoha, 2009: 18-19)
misalnyamenygikan bebergpaciri yang harusdimiliki
birokrag, yaitu: 1). Individu peg abat secarapersonal
bebas, akantetapi dibatas oleh jabatannyamanakda
la menjalankan tugas-tugas atau kepentingan
individud dalam jabatannya; 2). Jabatan-jabatanitu
disusundalamtingkatan hierarki dari ataske bawah
dankesamping; 3). Tugasdanfungs masng-masing
jabatan dalam hierarki itu secaraspesifik berbeda
satu samalainnya; 4). Setiap jabatan mempunyai
kontrak jabatan yang harus dijalankan; 5). Setiap
pejabat diseleks atasdasar kudifikas profesona-
litasnya, idednyahd tersebut dilakukan medui ujian
yang kompetitif; 6). Setigp pgabat mempunyal ggi,
termasuk hak untuk menerimapensunsesua dengan
tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya; 7).
Terdapat struktur pengembangan karier yangjelas
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dengan promos berdasarkan senioritas dan merit
Sesua dengan pertimbangan yang obyektif; 8). Setigp
pejabat samasekali tidak dibenarkan menjalankan
jabatannyadan resourcesinstans nyauntuk kepen-
tingan pribadi dan keluarganya; 9). Setiap pejabat
berada dibawah pengendalian dan pengawasan
suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

Sembilan kriteriadiatas adalah syarat ter-
bentuknyabirokras modern. Jikatidak terbangun,
makayang terbentuk adalah birokrasi patrimonial.
Menurut Weber dalam Latuconsina (2008: 15)
dijelaskan perbedaan antara birokrasi modern
dengan birokrasi patrimonial. Unsur pertama,
klientisme, istilahini merujuk padahubungan ke-
kuasaan yang dibangun penguasadengan kekuatan
lingkungan di sekitarnya. Dalam birokras modern
pusat loyditasadapadaimpersond order ddam hal
ini hukumyang mengatur segda-gdanya. Tapi ddam
klientismeloyalitasadapadadiri atasan. Kedua,
daam birokras modern hubungan antarapenguasa
denganlingkungannyalebih bergfat legd rasond dan
terbukanamun dalam birokrasi patrimonial hubu-
ngan bersfat patronklien, loyaitasadapadaatasan
dan dibangun oleh kharismaindividu atasan atau
pengaruh dari aspek material yang dimiliki oleh
pimpinan. Ketiga menurut birokras modern adalah
dipisahkannya ruang formal dan ruang personal
sedangkan birokrasi patrimonial didasarkan pada
hubungan emosional dannonformd.

Salah satu aspek yang penting agar biro-
kras tampil profesiona adalah dengan menjagaja
rak dengan kekuatan-kekuatan politik. Namunini
bukanlah hal mudah karenabirokras justrudipimpin
oleh pemimpin politik. Birokras tidak hadir ddam
ruang kosong. Bulat —lonjong birokrasi banyak
ditentukan oleh kekuasaan yang memayu-
nginya.

Netrditasmenjadi hal yang paingsulitdila-
kukan oleh birokrasi. Thoha (2003: 21) men-
definisikan netralitas birokrasi dalam perspektif
Weberian dalam hal lebih condong mau menjaan-
kan kebijakan atau perintah dari kekuatan politik
yang sedang memerintah sebagal masternyapada
saat tertentu, sementara kepada kekuatan politik
lainnyayang sekarang tidak mau. Akan tetapi lebih
diutamakan kepada kepentingan ngarasecarakese-
luruhan. Sehinggasiapapun kekuatan politik yang
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memerintah birokrat dan birokras nyamemberikan
pelayananterbaik.
Berkembangnyabudayapatrimonial mem-
buat tumbuhnyaspoil system dalam tubuh birokras.
Spoil system adal ah system yang mengutamakan
kepentingan palitik, perjuangan politik, satu airan
politik, ideologi dan keyakinan politik, terutama
setel ah kemenangan dalam perolehan suarasetelah
pemilu.
Tentusgahd ini amat berbahaya. |dealnya, birokras
menganut merit system dan career system, yaitu
menjauhkan terjadinyaafiliasi birokrasi dengan
politik (dalam artian kerjasama ataupun ikatan
simbiosadengan partal politik dan politis di dalam-
nya), atau berani menjadikan birokrasi yang steril
dan berani menciptakan jarak dengan partai politik
dan politis sehinggabirokras hanyamemberikan
loyalitasnya kepada rakyat, bangsa dan negara,
bukannyamenjadi building block, “ mesinpolitik” dan
antek-antek kepentingan politik dan kekuasaan.
Dengan demikian dapat diminimalisas apayang
disebut dengan penyalahgunaan kekuasaan dan
mergdeanyakorups untuk kepentingan suatu parpol
ataussgdintior palitis. (Sunantara, 2006: 308).
Birokras di Indonesia, sgjatinyatak pernah
netra dantumbuh menjadi birokras ided seperti ciri
diatas. la tumbuh dan berkembang melayani
kekuasaan segjak diciptakan di masaprakolonial
sampai erareformeas. Birokras di Indonesiadi awa
pembentukannya memang kepanjangan tangan
pemerintah kolonial, bukan diciptakan untuk
melayani masyarakat. Pemerintah HindiaBelanda
terkena memakal pemerintahan dual system, yakni
Binnenlandsch-Bestuur dan kaum priyayi, pe-
nguasalokal dengan struktur pemerintahan yang
disusun oleh belanda. Sering sistem pemerintahan
kolonial ini disebut indirect rule, pemerintahan
melalui perantaraan penguasa bumiputera yang
disebut pangreh praja.
Pangreh prgjaini bukan merupakan korpspegawai
yang seragam, tapi terdiri dari penguasaloka yang
sgjak abad ke-19 (1830) disusun oleh Hindia
Belanda. Dipertahankannya para penguasa
bumiputeraoleh HindiaBdandabukan karenadasan
historis, yakni aliansi Priyayi dengan VOC, tapi
karenamanfaat yang bisadiambil oleh dari priyayi
(Hok Ham, 2002: 17).
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Di masakemerdekaan, pembentukan par-

tai politik dengan maklumat wakil presiden no. X
1945, membuat dit politik terbel ah kedalam partai-
parta politik. Elit yang menduduki jabatan politik di
pemerintahan lantas menggiring bawahannyadi
pemerintahan untuk masuk ke golongan politik sang
elit. Eraordelamamerupakan masadimanabirokras
betul-betul terpolarisasi berdasarkan partai sang
pemimpin.
Setelah pemilihan umum 1955, gejala seperti itu
semakinjelas. Tidak jarang terjadi suatu departemen
yang dipimpin oleh suatu menteri dari partal tertentu,
maka seluruh departemen mulal dari tingkat pusat
sampal kedesamenjadi sewarnapolitik menterinya.
Dahulu kementerian dalam negeri dari PNI, maka
mulai dari pegawai di kementrian sampai lurah dan
kepala desa di Indonesia adalah berpartai PNI.
Demikian pulakementerian agamayang dipimpin
olehmenteri dari partal NU, makamula dari menteri,
pej abat-pejabat di kementerian agama, sampal ke
kantor urusan agama(KUA) di kecamatan semua
orang NU. (Thoha, 2003: 179).

Ha yang samaterjadi di eraOrdeBaru. Pada

masatahun 1965 sampai dengan tahun 1998, PNS
diharuskan menjadi anggota Golkar. Keanggotaan
PNS dijaring melalui mekanisme Korpri yang
berefiliasi ke Golkar. Mau tidak mau semuaPNS
menjadi anggota Golkar meskipun hati nuraninya
menolak. (Irsyam, 2001:2).
Karl. D Jackson (dalam Medelina, 2006: 75)
bahkan menjelaskan bahwatipebirokras Indonesa
padawaktu itu sebagai bureaucratic polity, yaitu
suatu bentuk masyarakat politik yang ditandai oleh
dominannyakepemimpinanmiliter dankaum birokrat
yang tak tertandingi oleh kekuatan-kekuatan lainnya,
baik oleh parpol, kelompok kepentingan maupun
kelompok sosd lainnya.

Martini (2010: 70) menggambarkantigatipe
politisasi terhadap birokrasi di Indonesia, yaitu:
Pertama, politisas secaraterbuka Dikatakan secara
terbukakarenaadaupaya-upayayang dilakukan
secaralangsung dantidek adahd yang harusditutup-
tutupi. Tipepolitisas secaraterbukaini berlangsung
pada periode Demokrasi Parlementer (1950-1959),
dimanapadamasaini, parapemimpin partai politik
(parpol) bersainguntuk memperebutkan posis men-
teri yang langsung memimpin sebuahkementerian.
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Setelah menduduki kurg menteri, makasang menteri
akan berusaha sekuat tenagamemperlihatkan kepe-
mimpinannyadan kebijakan yang ditempuhnyase-
hinggaparapegawai di kementerian tersebut tertarik
untuk masuk dan menjadianggotake dalam partal
sang menteri. Kedua, politisas setengah terbuka.
Tipepoalitisad ini dijaankan oleh parapemimpin par-
tal politik padamasaperiode Demokras Terpimpin.
Dikatakan setengah terbukakarenapolitisas biro-
kras hanyadiperuntukkan bagi parpol-parpol yang
mewakili golongan-golongan Nasiondis, Agama, dan
Komunis(Nasakom). Namungolonganyang terakhir
ini di satu pihak secaraformal memiliki hak untuk
menempatkanbebergpa pemimpin atau tokohnyake
dalam kabinet dan kemudian melakukanpolitisasi
birokras.

Ketiga, politisas secaratertutup. Politisas tipeini
berlangsung padamasaOrdeBaru. Padamasamula
dari tingkat pusat (Presiden Suharto) sampal ke
tingkat Desa atau kelurahan (lurah/kepala desa)
semuanyadiwgibkan untuk menjadianggotayang
sekaliguspembinaGolkar.

Paska jatuhnya Soeharto, ada beberapa
aturan yang mengharuskan PNSberskap netrd. BJ
Habibie, Presiden pertamasetel ah lengsernyaSoe-
harto, menge uarkan PPNomor 5 Tahun 1999, yang
menekankan kenetralan pegawai negeri sipil (PNS)
dari partai politik. Aturan ini diperkuat dengan
pengesahan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Po-
kok-Pokok K epegawaian untuk menggantikan UU
Nomor 8 Tahun 1974. Namun fenomenapolitisas
birokras, dalam arti menggunakan birokras sebagal
alat untuk memperol eh kekuasaan masih terjadi.
Pendlitianini bertujuan mendapatkan polapolitisas
birokras secaraempirisdalam pilkadalangsung di
Banten tahun 2006. Kgjianini diharapkan mampu
memberikan gambaran utuh bagaimanaprosespoliti-
sad terjadi di lgpangan, sehinggamenjadi sumbang-
sihbagi upayamengembdikan netraitasbirokras.

METODE

Metodologi yang digunakan adalah kua-
litatif. Jenis penelitian adal ah penelitian deskrip-
tif kuditatif, yakni mempedgari masdamasdanda
lam masyarakat, sertatatacarayang berlaku dalam
masyarakat sertasituas-situas tertentu, termasuk
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tentang hubungan kegi atan-kegiatan, skap-sikap,
pandangan-pandangan, serta proses-prosesyang
sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari
Suatu fenomena

Pengumpulan datadilakukan melalui wa-

wancaramendalam dan studi dokumen. Wawanca-
rayang dilakukan adalah wawancaraelite, yaitu
kepadamerekayang memiliki akseslevel informed.
Wawancaramendalam semi terstruktur dengan para
informan dengan menggunakan metode purposive
sampling dan snowball dalam mendapatkan
informen. Purposvesampling atinyajumiahinforman
disesuai kan berdasarkan kebutuhan data. Informan
ddam pendlitianitu ada ah aktor-aktor kunci terkait
temapolitisas birokras daam pilkadaBanten 2006
seperti birokrat, panwas pilkada, kalangan civil
society danpalitis.
Pencarian datajugadilakukan melaui studi doku-
men, menggunakan sumber primer serta sumber
sekunder (buku, jurnal, laporan penelitian, media
massadaninternet).

Andissdatakuditatif adalah prosesmen-
cari dan menyusun secaras sematisdatayang diper-
oleh dari hasil wawancara, catatan |apangan, dan
dokumentas, dengan caramengorganisasikan data
keddam kategori, menjabarkan unit-unt, melakukan
sntesa, menyusun kedaam pola, memilinmanayang
penting dan yang akan dipelgari, dan membuat ke-
simpulan sehinggamuah dipahami oleh diri sendiri
maupunorang lain. Analisisdatadalam penelitian
kualitatif dilakukan sgjak sebelum memasuki lapa-
ngan, selamadi lapangan, dan setelas selesal di
lapangan.

HASIL

Bagi masyarakat Banten, PilkadaGubernur
Banten adalah pengalaman ketiga bagi mereka
mengikuti pilkadalangsung. SebelumnyaWalikota
Cilegon, Bupati Serang dan Bupati Pandeglang juga
terpilihmddui pemilihanlangsung di tahun2005. Tapi
di level Proving, pilkedalangsung addah gangyang
penting bagi berbagai kekuatan politik di Banten.
Pemilihan langsung tentu sajamemiliki perbedaan
amat mendasar dengan pemilihandi DPRD. Daam
pemilihan di DPRD seperti Pemilihan Gubernur
tahun 2001, dit-lahyang amat menentukan. Di masa
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itu, Sigpamenjadi Gubernur ditentukan oleh pilihan
anggotaDPRD.

Terpilihnya Djoko — Munandar dan Atut
Chosiyah merupakan upayakerasdari kelompok
Jawarayang menggunakan partai Golkar sebagai
mesin politik utamadan partai-partai lain sebagai
pendukung. Indikasi politik uang yang berpadu
dengan ancaman kekerasan membuat Djoko-Atut
dipiliholenmayoritasdari 71 anggotaDPRD Banten
menjadi Kepala—Wakil Kepaladaerah di Banten.
K epemimpinan Djoko sebagal Gubernur Banten
tidak berlangsung lama. Padatanggal 10 Oktober
2005 Presiden mengel uarkan KeppresNo.169/M/
2005 untuk memberhentikan sementara Gubernur
Banten Djoko Munandar. Penyebabnya, Djoko
waktu itu tengah menjadi terdakwakasus dugaan
korups danaperumahan dan kegiatan penunjang
DPRD Banten Rp 14 miliar yang berasal dari dana
Tak Tersangkadalam APBD Banten 2003APBD
Proving Banten Tahun 2003. Selanjutnya, presiden
menunjuk Wakil Gubernur Banten Ratu Atut
Chosiyah sel aku pel aksanatugas dan penanggung
jawab Gubernur Banten.

Berbedadengan pemilihandi DPRD, duku-

ngan partai-partai politik hanyaahmenjadi prasyarat
bagi pencalonan saja. Untuk memenangkan
pemilihan, seorang cal on harus mendapatkan suara
mayoritasdalam pemilihan. Artinya, Sapapun yang
menginginkan dirinyaterpilih menjadi Gubernur
Banten harusmemiliki popul aritasdan mesin politik
yang kuat.
Daam konteks Banten, mesin politik pemenangan
bisa berupapartai politik, jaringan keluarga dan
kekerabatan serta birokrasi. Birokrasi, menjadi
mesin politik yang amat penting, terutamabagi calon
petahana (incumbent), yaitu Ratu Atut Chosiyah.

Indikas utamadari politisas birokras un-
tuk kepentingan kemenangan dalam pilkadaadaah
digantinya Sekretaris Daerah Proving Banten dari
Chaeron MuchsinkeHilman Nitiamidjga. Hal itu
kemudian dilanjutkan dengan pencopotan 12 pejabat
esdonll di lingkungan pemerintah Proving Banten.
Pergantian yang dilaksanakan menjelang Pilkada
langsung menimbulkan banyak pradugabahwaitu
add ah upayapetahanamembershkan loyaisDjoko
dan menjamin mesin birokrasi berpihak padanya.
Persodanini sempat menjadi isu politik yang cukup
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kuat. Duabel as pegabat yang diganti mengadu ke
parapolitis di DPRD. Fraksi PK S bahkan mem-
bentuk timinvestigas untuk mengusut kasusini yang
hed| akhirnyamerekomendas kan digunakannyahak
interpelas anggotaDPRD.

Hak interpdas kemudiandiusulkanoleh 18
anggotaDPRD. Namun satu orang, Zainal Abidin
Suja i mencabut secararesmi usulannyasehingga
tingga 17 orang. Tapi kemudian upayaitu kandas.
Pasalnyadari 59 anggotadewan yang hadir dalam
rapat paripurna penyampaian hak interpelasi
sebanyak 44 anggota menolak interpelasi di
lanjutkan dan hanya 15 anggotadewan yang setuju
interpelas diteruskan (www.dprdbanten.net).
Sementaraitu proses pilkadatetap bergulir. Semua
kandidat berupayamemeastikan dukungan dari partai
politik sebagai syarat pencalonan. Berikut jumlah
anggota DPRD berdasarkan partai politik dapat
dilihat padatabel 1.

Berdasarkan datadiatas, makajumlah mi-
nimal kursi yang dibutuhkan untuk menjadi calon
gubernur adalah 15% dari 75 kursi yaitu 12 kursi
(11,25 dibulatkan ke atas). Hanya Partai Golkar
yang memiliki cukup kurs tanpaberkoalis untuk
mengaj ukan calon Gubernur, selebihnyaharusber-
koalisi. Namun kemudian, tantangannya adalah
dipilih oleh mayoritaspemilih. Berikut datajumlah
sementarapemilih dan TPSdalam PilkadaBanten
dapat dilihat padatabel 2 sebagai berikut:.

Tabel 2. Jumlah Pemilih Dan TPS Dalam PilkadaBanten

Ho. EsbupaterFota  Jumlah Pemilih - Jumlah TES
1 Eah Pandeglang 722980 la22
2 Eah. Lebak 791 425 1A%
3 Eab. Tangerang 2221.215 4358
4  Eah. Jerang 1.212.952 2524
5  EotaTangermng 1.028.701 2111
&  KotaCilegom 230880 535
f.208.951 12 249

Sumber : DPT SementaraK PUD Banten

Paracal on bermunculan dan mula menge-
rucut kepada beberapanamayang memang sudah
mendapatkan tiket berupa dukungan dari partal
politik sebagai syarat pencal onan. Setelah melaui
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Tabel 1. Daftar Jumlah Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Berdasarkan Partai Politik Periode 2004 —2009

Partai Polhk
(Party)

Lala-Lalda Perenpuan  Jumlah
(M ale) {Female) Tol)

1}

) ) )

Partal Golongan Karya [(GOLEAR)
Partai Keadilan Sejabtera (FES)

Parta1 Denokiasi Indonesia Pexpangan (FDI-F)
Partai Persatnan Pemb angunan (FFF)
Partai Demckiat

Partai Eebangkitan Bangsa (FEER)
Parta1 Bintang Feformasi (PER)

Partai &manat Hasicnal (PAH)

Partai Bulan Birdang (PEE]

Partai Dawmai 5 ejaldera (FD3 )

Partai Hald ata]l Umat Indonesia (FHTT)
Partai Serikat Indonesia (F3I)

Partai Karya Peduli B angsa (PEFER)

la - 1&
11 - 11

L
—
[

7
7
2
5
5
4
3
2
1
1
1

L R L = T T « 1]

Jumlah/Total

i

1 4

Sumber: Banten Dalam Angka 2004, BPS Provinsi Banten.

berbagai seleks dan Verifikas olen KPUD, akhirnya
padatangga 3 Oktober 2006 sebagaimanatertuang
dalam SK KPU Banten nomor 15/Kep-KPUD/
2006, KPUD menetapkan 4 pasang calon yaitu
dapat dilihat padatabel 3 sebagal berikut:

Tabel 3. Nomor Urut, Pasangan Calon dan Partai
Pendukung

Ho  Narm Pasangan Partal Pendulmng dan humlah Ears di DFRD

Calon

1 Tranal amun- PAN (4 Joarsi), FPF (3 Joursi)
Benyanun Davine

2 At Chosiyah— P Golkar (16 Jorsi), FDIP (10 Juzsi), FEE.( 5
Masduld Juws1), FBE (3 Jnwst), PO (2 s i), FEFE (1

lussi) dan Partal Patriot

3 Irsjad Dpowaeli ~Mas P Demoleat (9 kusi), PEE (5 kusi)
bchmad Damn

4 Zullaflienmasyah -
ManssaHaqe

Sumber: KPUD Banten, 2006

PES ( 11 Jaursil, PST {1 Jours)

Indikas terjadinyapolitisas birokras ter-
lihat amat kuat dalam mendukung petahana. Modus
yang paling dominan adal ah menggunakan sumber
dayanegarauntuk meningkatkan citra petahana.

Mobilisas sumber dayayang paling lunak adalah
pemasangan spanduk bergambarkan calon—biasa
nya petahana—di sudut-sudut kota dan iklan di
mediamassa. Spanduk daniklan beris bermacam-
macam pesan, mulal dari selamat idul fitri, selamat
HUT RI, uraian keberhasilan pembangunan sampai
Seruan anti narkoba

Pesan-pesan yang diangkat dalam berbagai
mediatersebut cenderung |ebih menonjolkan pribadi
petahana daripada visi-misi pemerintah. Panitia
Pengawas Pilkada Provinsi Banten menyadari
bahwaha ini mengindikasikan penggunaanfasilitas
negarauntuk kepentingan pribadi petahana. Namun
Panwas Pilkada mengaku kesulitan menertibkan
“kampanyeterselubung” semacamini. Setidaknya
adaduaaasan, pertama, pemasangan berbagai aat
peragatidak bisadikategorikan kampanyekarena
belum memasuki masakampanye. Karenaitu Situas
semacamini beradadi luar wilayah penegakan hu-
kum pilkada. PNShisadikena hukuman hanyajika
terbukti menjadi penyd enggarakampanye, sedang-
kansdamaini keterlibatan kalangan birokrat berada
tersembunyi danjarang sekdi muncul ddamkegiatan
kampanye resmi; dan kedua, terbatasnya kewe-
nangan panwas pilkadayang hanyabisamenegur,
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tapi tak bisamemberi sanks. Akhirnyapanwashanya
bisamengirim surat himbauan sgakepadapetahana.
Namun, berbagai spanduk, baliho, kalender dan
media-medialanyang menonjolkan figur petahana
tetap marak di mana-mana.

Petahanamemiliki seorang tim suksesyang
mengoordinas kalangan birokrad untuk memberikan
kontribug, iadikend sebagal ASDA IV atauASDA
swasta. Lebih spesifik sang ASDA 1V melakukan
intervens di Biro Humas. Menurut SB, Kabag Do-
kumentas Biro Humas Pemprov Banten membe-
narkan desainiklan untuk mediacetak bukan murni
dari Biro Humas.

la mengatakan, "ltu dari Pak Asda IV.
Kami tidak bisa mengelak. Ibu kan PIt Gubernur
Banten” . Sebagian besar anggaran itu untuk sosia-
lisasi. ” Semuanya didrop dari atas, bukan inisiatif
dari biro itu sendiri,” kata pejabat di Pemprov
Banten. Hal samaterjadi padaBiro K esgjahteraan
Rakyat (Kesra) dan Biro Perekonomian yang mem-
bengkak 250 persen dari anggaran yang digjukan.
Sebagian besar anggaran itu untuk bantuan dan
kegiatan sosia yang bersifat pengumpulan massa.
(Www..bantenlink.com).

Polayang lain ada ah dengan memobilisas
sumber danauntuk kegiatan” sinterklas’ petahana
atau bagi-bagi bantuan untuk masyarakat maupun
LSM. Menjelang pilkada, ddam APBD Perubahan
2006, terdapat penambahan anggaran Biro Kese-
jahteraan Rakyat (Biro Kesra) Rp 5,7 miliar untuk
ormasdan profes dengan aasan untuk memenuhi
5.800 proposal dari masyarakat yang masuk ke
Pemprov Banten. Ddihini menggamangkan masya-
rakat yang telah relauangnyadipotong pajak dan
retribus untuk dikumpulkan menjadi anggaran pe-
merintah. Sebab sebelumnya, Biro Kesramempero-
lehaokas anggaran Rp 64,5 miliar, di antaranya
Rp 62,5 miliar untuk bantuan organisasi
kemasyarakatan dan profesi. Dengan dalihini,
tersirat danadi Biro Kesratelah habis dibagi-
bagikan.

Sementara, justru untuk kegiatan yang ber-
hubungan langsung dengan kesegjahteraan masya-
rakat justru dikurangi. Dalam notadisebutkan, ang-
garan beberapakegiatan yang menyentuh langsung
masyarakat dipangkas. Salah satunya, anggaran pro-
gram peningkatan kesgjahteraan pangan dan gizi
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dipangkasRp 3,2 miliar, dari Rp 13 miliar menjadi
Rp9,8miliar.

Demikian jugaanggaran pembinaan dan
pengembangan usahabidang kel autan dan perikanan
dipangkas dari Rp 2 miliar menjadi Rp 1 miliar.
Anggaran penanganan masal ah kemiskinan juga
dipangkasdari Rp 3miliar menjadi Rp2miliar, serta
anggaran pendidikan dari sekitar Rp 75 miliar
menjadi Rp 72 miliar. Pemangkasan terbesar pada
anggaran pemberantasan penyakit dan penyehatan
lingkungan, dari Rp 9,7 miliar menjadi Rp 1,3 miliar.
(Kompas, 13 Juni 2006 : 26).

Di lapangan, berbagal kegiatan instansi
pemerintah dibuat untuk melambungkan popul ari-
tas petahana. M odusnya berupa pelibatan terjadi
secarahalus dalam bentuk kegiatan” Sinterklas’.
Dinas X misanyamembuat kegiatan safari pemba-
ngunan dengan kunjungan ke beberapalokas yang
dipetakan. Di lokas Petahaname akukan pemberian
bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
setempat. Danakegiatan tidak hanyadiperoleh dari
Dinas X tapi urunan dengan instansi lain, setiap
ingang menyumbang sekitar 10-25jutarupiah. Totd
uang yang dikeluarkan Dinas X hanyasekitar 150
jutarupiah. Tapi karenadilakukan urunan dengan
ingdand lain, makahadinyamenjadi cukup Sgnifikan.
Menariknya, di desa-desalokas Safari Pembangu-
nan diklaim angka kemenagan mencapai 100%
(seratuspersen).

Massifnyapolitisas birokrasi ini berkon-
tribusi besar dalam menjadikan Petahanasebagai
pemenang daam PilkadaBanten 2006. Berikut hasl
perolehan suara Pilkadadapat dilihat padatabel 4
sebagal berikut:

Persoalan terkatung-katungnyanasib ese-
lon 11 yang menjadi staf khusus Sekdaterus ber-
larut-larut selama Pilkadadan sampal Pilkadasele-
sai persodanini belumjugatuntas. DPRD Banten
memang mempertanyakan hal ini kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara(Menpan). Namun
M enpan baru memberikan jawaban tertulis pada
tanggal 12 Maret 2007 dengan nomor B/589/
M.PAN/3/2007 lalu, Intinya, pedoman pemben-
tukan satuan kerja di lingkungan pemerin-tah
daerah harustetap mengacu pada PP No 8/2003
dan menganggap pembentukan Staf Khusus
Sekdadi Provinsi Banten tidak sesuai dengan
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Tabel 4. Perolehan Suara Pemilihan Gubernur DanWakil Gubernur Provinsi Banten

Jamlah fnam
He. ah. Fota ah. Fot:  Eab Lebak  Kab, Pzl ah
Serang Cilegon Tangerans Tangerane Pandeglang

1 175297 25539 258,265 25,219 112,435 151,723 218,278

2 282898 58509 454,485 176,715 278,805 214,202 1445457

3 33,739 4278 32849 15535 29029 26,474 147,922

4 258,419 a5 044 407405 253,148 105,401 113,780 1115195
Jamlah 750,173 151,148 1,132.925 520,677 532,670 508,173 3,595,250
Suara  tdak 41,995 Q.55 A1.582 2205 22809 12,07 172,141
sah
Sunara sah + 792163 180,515 1,200,545 542,751 555,473 525,255 3,718,991
tidak sah

Sumber: KPUD Banten, 2006

ketentuan peraturan perundang-undangan yang
ada.

Nama-nama Pejabat Staf Khusus Sekda
Pemprov Banten:

1

Edi Supadiono, dari Kabupaten Lebak, saat itu
menjabat sebagal Kepala Dinas PU Lebak
kemudian menjadi Staf Khusus Sekda.
Mudjio, tadinya sebagai Wakil Bupati Kabu-
paten Pandeglang kemudian menjadi Staf
Khusus Sekda yang ditugaskan di Bapedda
Provinsi Banten, sertamenjadi penasehat ke-
bijakaninternal di biro-biro Pemprov Banten.
Ritongga, tadinya sebagai Kepala Bawasda
Banten, kemudian masih menjadi Staf Khusus
Sekda.

Sartono, tadinyaKepalaDinas Peridustrian,
Perdagangan dan Koperas, kemudian menjadi
staf khsus Sekda yang ditugaskan Badan
Koordinasi Penanaman Modal daerah
(BKPMD) Preoving Banten.

Saefudin, tadinyamenjabat sebagal KepaaBiro
Organisasi, kemudian menjadi Staf Khsus
Sekda.

Rochimin Sasmita, tadinya sebagai kepala
DispendaProving Banten, setelah 2 tahun men-
jadi Staf Khusus Sekda, sekarang pensiun.
Dindin Safrudin, tadinyaK epalaDinas Pari-
wisata dan Kebudayaan Banten, kemudian

10.

11.

12.

13.

14.

15.

masih menjabat sebagai Staf Khusus
Sekda.

Bambang I swgji, tadinyasebagal KepaaBadan
Pendidikan dan Pel atihan Banten, setel ah satu
tahun setengah menjadi Staf Khusus Sekda
kemudian menjabat eselon 1 di STPDN.
Syamsul Arief, tadinya sebagai KepalaBiro
Hukum, kemudian menjabat Staf Khusus
Sekda.

Muhamad Ardan, tadinyasebagal KepaaBiro
Ekonomi setelah menjadi Staf K husus Sekda
selama satu tahun setengah, kemudian
menjabat sebagai kepala Dinas PU Kabu-
paten Serang.

Nandi Mulya, tadinya sebagai Kepala Biro
Umum Banten, kemudian menjadi Staf Khusus
Sekdayang ditugaskan di DispendaBanten.
Ubaidillah, tadinyakepaaDinas K elautan dan
Perikanan Banten, kemudian menjadi Staf
Khusus Sekda

Boy Tenjuri, tadinyaKepalaBiroAdministras
Pembangunan, kemudian menjadi Staf Khusus
Sekda.

Heri Suhaeri, tadinyaK epalaBiro Keuangan
Banten, kemudian menjadi Staf Khusus Sekda.
Adang Kosasih, tadinyakelaBiroAdministras
Pembangunan Banten, kemudian menajdi Staf
Khusus Sekda selama 2 bulan, sekarang

pensun.
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16. Harmin Lanjumin, tadinya Kepala Bapeda
Banten, setelah menjadi Staf Khusus Sekda
selama2 bulan, dan padaakhir bulan Februari,
HarminLanjuminmeninggd dunia

Di g9 lain, penempatan pejabat yang me-

nempati posis eselon |l paskapilkadadianggap le-
bi h mengedepankan penghargaan terhadap loyditas
pegjabat yang mendukung Atut — Masduki dalam
Rilkeda Kdangan Civil Society di Bantenmengkritis
pengangkatan parape abat dan membeberkan latar
bel akang parapejabat tersebut Lihat tabel 5.
Dari 21 nama padatebel 5 tersebut, yang paling
gpektakuler addah AgusRandil yang mendapat pro-
mos luar biasa, dari seorang camat menjadi eselon
[ di tingkat proving. Hal ini mencengangkan banyak
pihak dan dianggap sebagai penghargaan atas
dukungan Agus Randil terhadap kemenangan Atut
di wilayah-nya.
Seorang pejabat mengungkapkan bahwakedekatan
dengan Petahanadan lingkaran ddam petahanaamat
menentukan karir seorang birokrat. |a mengakui
bahwa naik-turunnya karir ditentukan oleh
rekomendasi oleh orang-orang kepercayaan
petahana, terutamakeluargadekatnya. Loyalitas
seorang pejabat dipantau oleh orang kepercayaan
petahanadan dil aporkan kepada petahana.

Dukung mendukung tak hanyaterjadi di level €lit

birokrasi saja. Di level grass root, dukungan

terhadap petahana disampaikan oleh Persatuan

KepaaDesadan Lurah (PKDL) Lebak. Dukungan

ini merupakan sikap resmi PKDL, bahkan mereka

akan menindak tegas bahkan memecat anggota

PK DL yang mendukung calon selainAtut. (Radar

Banten, 27 Juli 2006:6).

PEMBAHASAN

Tentu sgja, politisas birokras menjadi per-
soalan serius dalam upaya membangun profe-
sionalismedi tubuh birokrasi. Pilkadamenjadikan
kalangan birokrat sebagai mesin politik yang
digunakan politis —kecenderungannyapetahana—
untuk mendapatkan kemenangan.

Temuan penelitianini menegaskan bahwapolitisas
birokras berjalan terusdi Indonesiadalam bentuk
yang berbeda, menyesuaikan diri dengan rezim yang
sedang berlangsung. Jikadi eraordelamadan orde
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baru politisas dilakukan oleh partai politik, maka
dalam pilkadalangsung di erareformasi, politisas
dilakukan oleh individu petahanayang seringkali
memiliki kekuatan politik melampaui parta politik.
Hal ini yang mungkin menjadi bukti kuat telah
terbangunnyargargakecil di eraotonomi daerah.
Petahanamenjadi rgjadan birokrasi di araslokal
menjelmamenjadi abdi dalem yang tak melayani
masyarakat, namun melayani petahana dalam
hubungan patrimonid.

Loyalitas bukan dalam bentuk loyalitas

terhadap institusi, namun loyalitas yang memper-
sona. Ini membuka peluang disalahgunakannya
jabatan dan sumberdayaNegarabaik berupadana
maupun fasilitas untuk kemenangan petahana.
Hancurlah merit system dalam konteks ini. Tak
peduli sebaik apapun prestasi seorang birokrat di
daerah, ketikaiatak memberikan loyalitas pribadi
dalam bentuk dukungan politik terhadap sang
“bapak” ataul‘ibu’, makaiabisatersngkir dari jaba
tannya. Corak hubungan yang terbangun di tubuh
birokras di erapilkadalangsung di banten bersifat
informal, sangat pribadi, sertamemunculkan kebia-
saan-kebiasaaninformal.
Hdl ini terbukti dengan dicopotnya 14 orang peabat
eselon |1 sebelum pilkadayang diikuti munculnya
jabatan staf khusus sekda yang tidak lazim ada
dalam SOTK pegawai negeri Spil. Indikas kuatnya
adalah karena petahana membutuhkan pejabat
eselon Il yang kooperatif dan loyal dalam
mensukseskan target politiknya.

Namun persoalan politisasi birokrasi tak
hanyabisadiletakkan dalam konteks kepentingan
politis sga. Memberikan dukunganterhadap palitis
daam pilkadadianggap sebagai caraterbaik untuk
mendapatkan promos karir. Kalangan birokrat
paham bahwanasib mereka berada di tangan
pemimpin politik. Memberikan dukungan
pribadi bahkan memobilisasi sumber dayabisa
menjadi alat terpenting untuk mendongkrak
karir mereka.

Selainituternyatadari banyaknya pejabat
yang tak memiliki kualifikas sesual denganingitus
yang dipimpinnya. Arsitek waduk menjadi Kepaa
Dinas Pendidikan, mantan guru SD menjadi Kepaa
Biro Kepegawaian, dan yang paling mencolok
adalah Camat langsung (tanpa jabatan antara)
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Tabel 5. Analisis Terhadap Namadan jabatan 21 pejabat eselon |1 yang dilantik dalam Keputusan Gubernur, No. 821.22/

Latar Belakang

Diari Eepala Biva Huloam merm adi Asisiten Dlaerah Tata Praja atan dikenal Asdal.

Dan fsda III menjadi fsda II.. Hidayat vanz berasal dari daerah Prangan pon dipandang
bethasil mengamankan adnunistrasi kenangan selama PIt Gubermr B anten mergalankan rada
pemenntahan, penb angunan dan pelayanan masyarakat, selingza memnjadi Guberur Banten

Dari Eepala Dinas Sosial dan Tenaga Eera (Dinsosnaker) Barten memnjadi fsda III
mengzantkan Hidayat Djchan yang mergadi Asda II. Diduza kuat, kebethasilan Apon yang
lahir d1 Tasikmalaws, Jaera Barat pn adalah program sosialisasi wang menampallan fhat
Chosiyah, Flt Gubermar Banten di media cetak dan elekbromk meampun acara-acata yang
besit masif Dan, sosialisasi iba secara “hebetlan™ berdekatan atan memelang Pilkada
Banten 2006,

Dani Buro Pedengkapan nemjadi Eepala Dinas Permmdustian, Perdagangan dan Eoperasi
[Dipenndagkop] Barmten. Diperlarakan, kebethasilarmra adalah “menzamankan’™ pengadaan
lahan yang berkaitan dengan kelompok domunan di1 Provirsi Barden Sekadar diketalms,
Sulava bersal dari Pegawrar Heger Sipil (FHS) dan Pemermtah Provirs: (Pemprov) Jaara
Barat.

Diari Eambdin Perlubungzan Lant, Dinas Perlubunzan memadi Kepala Dinas Perlnmbungan
Banten. Tak ada catatan prestasi vang menonjol dan pejabat vang senmla eselon I mergadi
eselon II. Tetapl mmor yang beredar adalah penempatannya berkaitan dengan proyek ternunal
d1 Pandeglang dan sepamlah daerah larmym. Terkesan, penempatannya karena keperbngan
pengus aha vang berada dalam ingkaran kelmas aan.

Diari Eepala Birvo Tnmam menjadi Eepala Dinas Eebudayaan dan Parterisata (Disbudpar)
Banten. Sebagian besar PHNE mengetalin “kedelkataw’” Fanta dengan Hilman Wibamadja,
Sekda Pemiprov Banten Eedekatanmya munoal ke pemmmikaan saat Hibman mergabat Eepala
Badan Perercanaan Daerah (Bapeda)l Banten. Eetika mergabat & ekda, Fanta pan pindah dan
Sekmetans BEapeda (eselon I mergadi Eabira Unnm yang eselon II. Eenatkan Fanta dimilad
sangat cepat. Dalam tempo 5 talun, dia melejit dan eselon IV ke eselonll, tarpa menbulukan
larerja vang hiar biasa bazi Barten.

Dani Eepala Bio Eesejahteraan Fakyat memjadi Eepala Dinas Sosial dan Tenaza Kepa
[Dirscsnaker] Barten, Ada wans menank dan pegalanan Opar Schan. Tedalor di daerah
Clomas, hihisan Sekolah Perdidikan Gum Negen (SPGH) Serang dan merath gelar sarjana
perdidikan (517 dan 52 i berkanr memnjadi gum. Eenvidian, dia masuk ke provirsi dan
mermadi Easubdin Pendidikan Dasar (Dild as) Dinas Pendidikan Banten Tak lamma setelah fhat
Chosiyah memadi Flt Cubepmr Bamden, Opar pin memangla jabatan Kepala Bio
Eesejalteraan Falorat (Fesra) Penpror B arten, meslapan fdalk jelas prestasi apa wang dirvach
Opar ketika mergabat Kambdin Dikdas. Memelang Pilkada Barden 2008, Opar dikenal zigih.
Beberapakali media cetak lokal melansir benta, nans kessjalteraan mkyat sadah habis
dibazikan kepada masyarakat dan kelonpok-kelonpok tertentn. Sedangkan lebih 5000
proposal masih memngulk di mejanya. Pada Pembahan AFED Banten 2008, Eesm
merdapatlan tambahan dama. Dalam pmtasi i, Opar sernmla disukan akan memansla
jabatan Kepala Dinas Pendidikan Bamten Temyata, dia memjadi Kadinsosnaker Banten,
menszanbkan Apon Swrrana.

Dan Eepala Dinas Pendidikan mermadi Eepala Dinas Eehatanan dan Perkebunan Banten
Altvitas pejabat yang pernah memangln Asda I Pembkabh Pardeglang im mermngkat
memelang Pilkada Barten 2006, Secara mencolok, pemursa se-Indonesia disuguhkan tavanzan
tentang mensikseskan wajlk belajar sekolah dasar di Banten melabil tavangan 41 televisi
sarasta. Dalam tavanzan 1, tanpal At Chosirah mengenakan bam PDH dengzan atdbuat
gubenmr di dadanya, berbaur dengan anak-anak berseragzam 5D dan figuran lanmyra. D1 lan
pihak, ¥unadi tidal menzular prestasi wang biar biasa selama memjabat Eepala Dhnas
Pendidikan B anten

Dan Eepala Dinas Pekeyaan Unmm menjadi Kepala Dinas Pendidikan Banten Widodo
bedatar belakang awitek sipil, lebih spesialis lagi awsitek waduk atan bendungan air.
Penenpatan Widodo sebazai Eadis Perdidikan menperjelas, pendekatan hekuasaan dan
penbanzunan {isik. Perln dimgat muola talun 2007, Mou petbakan selkolah artara
Pemerntah Pasat, Penpror B arten dan kabupatershota hars dinmlai. Dana perbatkan sebuuh
sekolahse-BEanten mencapsi FEp 1.2 tilian. Dan, 50 persen biaya penbanzunan it ditanggung
pererintah pusat.

Dan Walkil Eepala Dinas Pekerjaan Unmm menjadi Eepala Dinas Pekerjaan T nmm.

Dian Eepala Dinas Perlmbunzan memadi Eepala BEadan Pengendahan Dampak Linglangan
Banten.

KEPO9-PEG/2007
Ho Hama
1 Asrmdji
Hiday=at
Iyohan
I Apon Surmna
4 Sulaya
5 Suroto
& Ranta Soeharta
¥ Opar s oharl
= Tunadi
9 Widodo Hadi
10 I Saleh
11 Talir
Mudjalud
12 Earmul Fatah

Dan Dinas Kelatanan dan Perkebunan mermadi Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda)
Banten. 5 ebagian besar PHE mengetalon, Earimil sangat loyal terhadap ftat Chosivah sejak
mergadi Walkil Gubermur Barten, FIt Gubenmr lungza Guberrmar Banten.
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13

I Husm
Hasan

Dian Kasubdin Bma Program, Dinas Pekerjaan Unoam menjadi Wakil Eepala Dinas Pekerjaan
Tmooan, Tak ada catatan prestasi wang menonjol dan bukan orang vames dibicarakan
masyarakat. Is1 vang beredar, kedekatan denzan kelompok dominan menyebabkan bisa nak
meradi Walal Eepala DFT B anten

14

Agns Fandil

Diann Camat Pagelaran Eabupaten Pandeglang mernjadi Eepala Biro Perlengkapan Pemprow
Banten.

15

M Matsir Amiz

Dian Eepala Bagian Tata Usaha Dinas Eesehatan (eselon I, memadi Eepala Biro Unmm
Femprov Earden (eselon IT1. Eedekatan Matsir dengan pengusaha di linglangan kelmasaan
adalah faktor vang mermreb abkarmora terpilih menjab at kabirounooam. Prestasinys tak ada vwang
menomol. Sebaliknya, diasempat “berrs an” dengan kepolisian manpun kejaks aan

1a

beoid Svansuri

Dari Eabag Tata Usaha Bixo Unnm meradi Eepala Biro Eepegawraian. Kinerja apakah vwang
menbuat mantan gura 5D d1 Lebak i1 mangu menjabat Eepala Biro Eepegawraian, Tang
diketaloal ummm adalah Acid mempakan keponakan daxi Chasan Soclobh, avah dan Atat
Chosiyah, Guberrnar BEaten. Aeid adalah adik st di Labuaan,
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S1zit Suwritarto

Dian Kab ag Kesejaltraan Sosial, Bivo Kesejaltraan Falyat menjadi Eepala Biro Kesejahtraan
Ealowat, Sebehun dan selama Pillkada Banten 2008, selabn terhihat dalam setap acars Shat
Chosiyah seb agai PIt Gubenmr Banten atan acara-acara yang tedepas dar jab atan tersebut.

18

Cepl Suwardl
Mulyw Hoor

Dan Selxetars Badan Perencanaan Daerah menjadi Eepala Bio Adnonsistrasi Pembarnguan
Shwetaniat Daerah. Isu tersebar baleara dia adalah “Hipan™ Partai Bulan BEintane (PEE) wang
meradi pengsung Attt Chosiyah-M Masdul dalam Pilkad a B arten 2008,

]

Faryda Fuslan

Dan Sekmetans Korpn mergadi Eepala Biro Organisasi Pemmprow Banten. Jabatan 1m dimkar
ternpat dengan Furdi Matin wang menjabat Eabire Owramsasi. Eedua pejabat i masih
menulikd lmbungan samdara.
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Arrarar Masud

Dian Eepala Bl Eepegaeraian mergadi Eepala Bivo Hulam Penempatannya sebazai Esbirvo
Hulum mza bagrak vang menpertarpralean Sebab Bir Hulmm akan menghadapi persoalan
il vang akan semalanberat dihad api Perpror Banten.

21

Enndi Matin

Dan Eepala Biro Orzarmsasi memadi 5 eloetars Dewan Penguris Frovins: EOEPERI. Selan
ditakar termpat dengan s andavarpra, Faryda Buslan, perha diketalon kemenangan Flt Gube nmr
Banten, it Chosivah dalam menghadap gugatan 14pejabat nomgob bdak tedepas dan
les aksiaritra sebagal Kepala Bixo Orgarmsasi di1 Pengadilan Tata Usaha Hegam (FTUN)
Bandung.

Sumber: Nurzaman (PC GPAnsor Pandeglang) dan Suhada, (Aliansi Lembaga | ndependen Peduli Publik)

menjadi KepaaBiro Perlengkapan Proving Banten.
Tentusga, hd-ha semacamini menjadi penguat bagi
budayapatrimonia. Sigpayang loyal niscayaakan
nalk jabatannya, dan sigpayang dianggap tidak loyd
—sehalk gpapun prestasinya—akan disingkirkan dari
jabatannya.

Diteropong dengan konsep birokras pro-
fessional Weber tentu sgjaamat tidak memenuhi
kriteria. Politisasi birokrasi dalam Pilkadabanten
mengaki batkan terbentuknyabirokras patrimonial
yang oleh Eisenstadt dalam L atuconsina (2008: 15)
memiliki ciri-ciri yaitu; pertama, perekrutan pej abat
didasarkan padakriteriapribadi dan politik; kedua,
jabatan dipandang sebagal suatu sumber kekayaan
dan keuntungan; ketiga, pe abat-pe abat mengontrol
baik fungs politik maupunfungs admnistras. dan
yang keempat, addah setigp tindakan diarahkan oleh
hubungan pribadi dan politik. Kondisi ini pada
gilirannya membentuk perilaku aparat yang
cenderung menghambakan diri pada kekuasaan
seperti tampak pada prinsip-prinsip ABS (asal

bapak senang) atau dalam konteksbanten, AIS(Asdl
ibu senang).

Sdanituditengara ddambirokras patrimonid pola
hubungan dengan ikatan kekeluargaan atau
despotismetidak berhenti pada sebatas hubungan
organisasional tetapi mel ebar padapolahubungan
patron klien antarapenguasadan pengusahadalam
kaitannyadengan pembagian keuntungan daripada
pemanfaatan jabatan birokras mereka.

Dampak lainyang cukup mengkhawatirkan
ada ah munculnyaperpecahan di tubuh birokras itu
sendiri. Hal ini terlinat dari konflik antar KepdaDesal
L urah yang terpecah dan saling mengancam karena
perbedaan calonyang didukung. Lebihjauhlagi hal
ini mengancam pelayanan terhadap masyarakat
karenaakan menimbulkan diskriminas pelayanan
berdasarkan caon yang didukung.

Hal ini tentu saja menumbuhkan terba-
ngunnyaspoil system dalam tubuh birokrasi. Ada
beberapaciri. Pertama, promosi tidaklah dikare-
nakan oleh prestasi (merit system), tapi lebih ka-
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renadukungan politik dari penguasa. Kedua, biro-
krasi menjelma menjadi mesin politik yang
menjunjung tinggi kepentingan politik petahana, dan
bukan kepentingan masyarakat, bangsadan Negara.

Kondis demikian akan mempengaruhi
kinerja birokrasi dalam melakukan fungsinya.
Birokras cenderung tidak berorientas kepadatu-
juan negaraatau keberhasilan pembangunan, tapi
berorientas kepadabaga manakepentingan politik
penguasaterpenuhi, baik kepentingan politik maupun
kepentingan ekonomi. Sdanitukinerjaparabirokrat
jugamenurun karenayang menentukan promosi
bukanlah prestas kerja, tapi hubungan kuat dengan
penguasapalitik. Kondis ini tentu sgamenimbulkan
suasana ketidakpastian dan ketidaknyamanan
bekerja bagi para birokrat. Padahal, menurut
Prasodjo (2006: 301-302) upaya membangun
birokras professional denganreformasi birokras
membutuhkan de-kooptas dan netralisas birokrad.
Harus ada perubahan system politik dan hokum
secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan
budayabirokrat dan masyarakat, serta perubahan
mindset dan komitmen pemerintah serta parta
politik, dan tentu sgjapejabat politik.

Sebagai perbandingan, penelitian Purba
(2010: 185) dalam Pilkada di Gowa, Kutai Ker-
tanegaradan K abupaten ma ang menemukan mun-
culnyabarisan sakit hati di kalanganbirokrasi akibat
ketidakpastian dalam karir mereka. Keberhasilan
karir ditentukan loyalitas dan hanyamerekayang
mendukung yang mendapatkan posis dan proyek
yangdiinginkan.
Tapi fenomena ini bukan fenomena umum di
Indonesia. Sebagal perbandingan, pengisianjabatan
eselon |l di Provins NanggroeAceh Darussalam
paska Pilkadalangsung tetap mengedepankan merit
system. Penelitian Nasir (2009: 1-8) menemukan
bahwapengisianjabatanesdon|l di Proving NAD
dilakukan dengan fit and proper test oleh tim
independen yang diketuai Guru Besar Mangemen
Universitas Syiah Kuala. Dari sisi mangemen
kepegawaian, rekrutmen melaui fit and proper test
menjadi upayauntuk membangun kinerjapegawal
negeri sipil (PNS) yang profesional. Dengan
menempatkan merekapadapos s yang tepat dengan
cara-cara yang fair, berarti pemerintah telah
menunjang pembinaan karir pegawal bersangkutan.
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Fitand proper test jugatidak meninggalkan peran
dari Baperjakat yang merupakan pihak berwenang
daam hal penjenjangan karir dan promos Pegawai
Negeri Sipil. Konsultasi dengan Baperjakat tetap
dilakukan selama proses rekrutmen. Rekrutmen
melalui fitand proper test dalam kasusAcehtetap
mengedepankan persayaratan dan ketentuan yang
berlaku sesual dengan posisi Eselon |1 yang akan
diemban. Tentu sgjahal yang paling penting adalah
kepangkatan cdon daam posisnyassbaga Pegawal
Negeri Sipil. Dengan memperhatikan faktor
kepangkatan, kalangan akademis yang mengikuti
prosessalekd rata-ratabergelar profesor dan doktor
senior ddambidangyangrelevan. Dari hasil seleks,
terpilihlah duaorang guru besar dari Universitas
Syiah Kualayang memangku jabatan kepa adinas.

SIMPULAN

Dalam pilkadaBanten tahun 2006, terjadi
politisasi birokrasi dalam bentuk dukungan biro-
krasi terhadap kemenangan pasangan petahana
daampilkada. Hal ini terbukti dari mutas sebelum
dan sesudah pilkadayang tidak mencerminkan aspek
profesionalisme namun semata mencerminkan
hubungan patrimonid antarapetahanasebaga patron
dan parabirokrat sebagal klien. Indikas lainadaah
dipergunakannyasumber dayayang dimiliki daerah
untuk membangun pencitraan petahana. Kondid ini
aulit ditangani karenacenderung beradadi luar wila:
yah penegakan hukum pilkadadan jugalemahnya
wewenang yang dimiliki oleh Panwas pilkada.
Politisas birokrasi semakin menjauhkan cita-cita
membangun birokras yang professiond. Politisas
birokrasi oleh petahana menyuburkan budaya
patrimonia dan spoil system sertamenghancurkan
upayamembangun birokras profesiond.

Temuan lapangan dalam Pilkada Banten
2006 memberikan alasan kuat untuk membangun
upayakerasmengembalikan netralitas PNS. Dari
temuan lapangan bisadisimpulkan bahwa politi-
sas birokrasi bersifat resiprokal, artinya hubu-
ngan saling mendukung secarapolitik, baik dari
pihak politis maupun birokrasi itu sendiri. Politis
membutuhkan birokras sebagai mesin politik dan
birokras membutuhkan dukungan politis sebagai
saranamelgjitkan karir. Karenaitu dalam konteks
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penegakan aturan netralitas setidaknyaadaduahal
yang mesti dilakukan. Pertama, perlu aturan yang
|ebih komperhensif ddam membatas keterlibatan
birokrat dalam politik. Pemberian sanks tak hanya
diberikan kepada PN S yang berkampanye dalam
kegiatan kampanyeresmi, namun mesti menjang-
kau keterlibatan birokrat dalam dukung-mendukung
kandidat secara sembunyi-sembunyi. Kedua,
pemberian sanks hendaknya juga mampu men-
jangkau pihak yang terbukti mempolitisas birokras.
Selamaini sanks bagi pihak yang melibatkan PNS
dalam kampanye hanyal ah penghentian kampaye.
Tentu sgja sanksi ini terlalu ringan dan ruang
lingkupnyaterlalu sempit. Perlu sanks kerasbagi
pihak yang mempolitisasi birokrasi baik dalam
kampanye resmi maupun secara sembunyi-
sembunyi.

Upaya mengentikan politisasi harus diikuti oleh
upayamembangun budayadan etika professional
di kalangan birokrat dan upaya menghilangkan
budayapatrimonia. Hal ini penting untuk memberi
kepadtian parabirokrat daam bertugas dan memberi
motivasi untuk berprestasi. Jika tidak, kita
nampaknya harus mengucapkan selamat tinggal
kepadacita-citamembangun birokras professond.
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